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ABSTRAK
 

Efektifitas Bantuan Sosial Sektor Pertanian di Kabupaten Nunukan: Perbandingan 
antara BLBU Metode Kontraktual dan BLM Metode Transfer Uang 

Subandi 

Universitas Terbuka 

id nabus@yahoo.com 

Kata Kunci : Efektifitas Bantuan Sosial, Metode Kontraktual, Metode Transfer Uang 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetabui Efektivitas Bantuan Sosial sektor Pertanian 
di Kabupaten Nunukan fokus pada bantuan benih padi dalam rangka untuk meningkatkan 
ketahanan pangan dengan membandingkan dua pola Bantuan Sosial antara Bantuan 
Langsung Masyarakat (BLM) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), dimana dua 
pola tersebut berbeda sistem pengadaan barangnya. Pola Bantuan Langsung Masyarakat 
menggunakan sistem transfer uang dimana kelompok !ani sebagai sasaran penerima bantuan 
benih padi membelanjakan sendiri sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok sedang Pola 
Bantuan Langsung Benih Unggul menggunakan sistem kontraktual, diamana kelompok !ani 
sebagai sasaran penerima bantuan bersifat pasif menerima bantuan benih padi yang diadakan 
oleh kontraktor pemenang lelang. Efektivitas Bantuan Sosial dukur menggunakan indikator 
Keterlibatan Para Pelaksana Kegiatan, Kesesuaian Kebutuhan, Fleksibilitas Waktu, 
Ketepatan Waktu dan Pengawasan. 

Metode penelitian yang digunakan adaIah pendekatan kualitatif diskriptif untuk 
mengungkap informasi yang berhubungan dengan Efektivitas bantuan Sosial Sektor 
Pertanian Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) melalui Bantuan Benih 
Padi. Program Peningkatan Produksi Beras Nasional di Kabupaten Nunukan dilaksanakan 
sejak tabun 2008 hingga tabun 2012. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada alokasi 
kegiatan Bantuan Benih Padi di Kabupaten Nunukan. Data yang digunakan untuk 
mendukung penelitian ini adalah data primer diperoleh dari hasil observasi dilapangan, 
wawancara mendalam dan data sekender diperoleh dari dokumen Pelaksana Kegiatan yaitu 
Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegitan yang berkaitan dengan 
penelitian. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari (I) Keterlibatan Pelaksana 
Kegiatan Pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) mencapai 100% sedang Pola Bantuan 
Langsung Benih Unggul (BLBU) 58,3 % sehingga dilihat dari indikator Keterlibatan 
Pelaksana Kegiatan dalam penyusunan rencana kegiatan Pola BLM lebih efektiv dibanding 
dengan Pola BLBU. (2) Kesesuaian kebutuhan menurut hasil analisis Pola BLBU 4,16 % 
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ii 

sedang Pola BLM mencapai 100 %, sehingga dilihat dari indikator kesesuaian kebutuhan 
Pola BLM lebih efektif. (3) Fleksibilitas Waktu, basil ana1isis menunujukkan Pola BLM 
100 % sedang Pola BLBu 11,67 %, dilihat dari indikator Fleksibilitas waktu Pola BLM lebih 
efektif. (4) Ketepatan Waktu, basil ana1isis menunjukkan Pola BLM 100 % sedang Pola 
BLBU 32,96%, dilihat dari indikator Ketepatan Waktu Pola BLM lebih efektif dibandingkan 
Pola BLBU. Dari basil ana1isis indikator Efektivitas Bantuan Sosial Pertanian dapat 
disimpulkan bahwa Pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) lebih efektif bila 
dibandingkan dengan Pola Bantuan Langsung Benih Unggul. 
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ABSTRACT
 
Effectiveness of Social Assistance in Nunukan Agricultural Sector: Comparison between 

DASS Contractual Method and DAS Money Transfer Method
 

Subandi
 
Universitas Terbuka
 

Id_nabus@yahoo.com
 

Keywords: Effectiveness of social aid, contractual methods, methods of money transfer 

This research aims to know the effectiveness of Social Assistance in the Nunukan 
Agriculture sector focus on rice seed aid in order to improve food security by comparing two 
patterns Social Assistance between Direct Aid Society (DAS) and the Direct Assistance 
Superior Seeds (DASS) , where the two patterns different goods procurement system . 
Patterns Direct Aid Society uses money transfer system that farmer groups as target 
beneficiaries spend their own rice seed in accordance with the Business Plan Direct 
Assistance Group 'm Pattern Superior Seed contractual system, that farmer groups target as 
passive recipients receive assistance rice seeds held by contractor winning bidder . 
Effectiveness of Social Assistance dukur using indicator The Engagement Implementation , 
Compliance Requirements, Time Flexibility, Timeliness and Supervision. The method used 
is descriptive qualitative approach to reveal information relating to the effectiveness of social 
assistance Agriculture National Rice Production Enhancement Program (ANRPEP) through 
Rice Seed Help . National Rice Production Enhancement Program in Nunukan conducted 
from 2008 through 2012 . The selection of the research sites was based on the allocation of 
Rice Seed Relief in Nunukan . The data used to support this research is primary data obtained 
from field observations , in-depth interviews and the data obtained from the document 
sekender Implementation is Committing Officer or Officers Technical Implementation 
activity related to the research. Analysis using triagulasi process, so that final conclusions 
can be drawn , which will be followed by establishing empirical concept that transforms into 
a conceptual context , so that the theory can be built that can be recommended . Results 
showed that in terms of (1) Engagement Implementation Patterns Direct Aid Society 
(DAS) to 100 % being Superior Seed Pattern Direct Assistance (DASS) 58.3 % so that seen 
from the indicators Involvement in Implementation Patterns DAS planning activities more 
equally effective compared with the pattern BLBD . (2) Compliance requirements according 
to the results of the analysis were 4.16% BLBD Pattern Pattern DAS reaches 100 % , so 
the views of the indicators of the suitability of pattern DAS needs more effectively. 
(3) Flexibility of time, the results of the analysis menunujukkan DAS Pattern Pattern DASS 
100 % being 11.67 % , judging from the time pattern of the DAS Flexibility indicators more 
effectively. (4) Timeliness, the results of the analysis showed 100 % DAS Pattern Pattern 
DASS was 32.96 % , in terms of timeliness indicator is more effective than DAS Pattern 
Pattern DASS . From the analysis of social indicators Agriculture Aid Effectiveness can be 
concluded that the pattern of Direct Aid Society (DAS) is more effective when compared with 
the pattern of Superior Seeds Direct Assistance . Conclusion The results of the study are as 
follows: I) Pattern DASS with seed procurement method with contractual method whereby 
farmers as passive targets receive rice seed aid in accordance with the time limits of the 
contract partner I contractor without seeing the need and time of the growing season and 
2) DAS Pattern the procurement method of money transfer, targeting farmers are actively 
regulate the process of procurement and distribution of rice seeds according to their needs and 
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time of the growing season . The effectiveness of social assistance DASS agriculture is 
Pattern includes 1) In view of the involvement of the parties ( KDP / PPTK , PPL and farmer 
group 2) relating to the compliance of the requirements according to the results of the pattern 
analysis is more effective DAS 3) In tenns of the flexibility of the rice seed aid delivery time 
after DAS pattern analysis is more effective than the pattern DASS 4) views of variable 
timing. 5) Acceptance Process Monitoring patterns of the Works or contractual method DASS 
6) Process control pattern DAS money transfer method performed by the technical team and 
7) procurement and distribution of more flexible , more precise distribution of time and 
believed to correspond to the needs of farmer groups and their members 
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BAB n 
TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 
1. Bantuan Sosial 

Bantuan Sosial merupakan jenis klasifikasi mata anggaran belanja, 

dimana prosesnya pengadaan barang dilakukan dengan lransfer uang alau 

melalui pelelangan umum. Menurut Komite Standarisasi Akuntansi Pemerinlah 

(KSAP), Belanja Banluan Sosial adalah lransfer uang atau barang yang diberikan 

oleh Pemerintah PusatlDaerah kepada masyarakal guna melindungi dari 

kemungkinan lerjadinya resiko sosial. Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan 

sebagai hibah, bukan sebagai dana bergulir. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 IPMK.5/20 12, 

yang dimaksud resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat 

menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh 

individu, keluarga, kelompok, danlatau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, 

krisis ekonomi, krisis politik, fen omena alam dan bencana alam yang jika tidak 

diberikan Belanja Banluan Sosial akan semakin terpuruk dan lidak dapat hidup 

dalam kondisi wajar. 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai 

penjabaran dari Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dicantumkan bahwa Belanja Bantuan Sosial 

digunakan unluk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial 

kemasyarakatan dalam bentuk uanglbarang kepada kelompok anggota 
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masyarakat dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif dan tidak 

terns-menerus/ tidak mengikat, tidak wajib dan tidak harus diberikan tiap tahun. 

2.	 Bantuan Sosial Pertanian 

Menurut Moeso (2012) mendefinisikan bantuan sosial sebagai 

penyaluran atau transfer uang kepada pelaku pertanian yang mengalami resiko 

sosial keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga 

permodalan secara mandiri. Tujuan pemberian Bantuan Sosial Pertanian menurnt 

Moeso (2012) adalah : 

1) memberdayakan kelompok sasaran melalui penguatan permodalan untuk 

pengadaan sarana produksi pertanian (benih, pupuk dan pestisida), penyediaan 

dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian, peningkatan kapasitas 

kelembagaan, dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha; 

2) memberikan perlindungan sosial kepada kelompok sasaran dari resiko rawan 

pangan dan kegagalan usahatani; 

3) menanggulangi kemiskinan kelompok sasaran dari ketidakmampuan berusaha 

tani; dan 

4) meringankan beban petani pasca bencana sehingga proses produksi pertanian 

tetap dapat berlangsung. 

Menurut Khaeron (2002), cara klasik untuk meningkatkan produksi pangan 

adalah dengan melakukan tindakan, pertama berupa perluasan areal atau 

ekstensifikasi lahan, baik tanah dan air agar sarana produksi semakin luas dan 

besar. Kedua berupa intensifikasi terhadap lahan atau tempat produksi yang 
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sarna, rnisalnya dengan rnernberikan input berupa benih, pupuk yang lebih 

baik kualitasnya, meningkatkan sarana dan prasarana penunjang seperti irigasi 

dan sebagainya. 

Pertanian merupakan satu-satunya sektor yang memproduksi pangan, 

oleh karena itu kebijakan pertanian akan berpengaruh pada ketahanan pangan. 

FAD (1995) berkepentingan pada ketahanan pangan dunia, bahwa setiap 

orang mempunyai hak asasi untuk bebas dari kelaparan dan kekurangan gizi 

serta memperoleh kehidupan yang bermartabat sehingga aksesnya terhadap 

pangan yang diinginkan sepanjang waklu dijamin (Soetrisno & Ismoyowati, 

1999). 

Pada pasal 45 UUNo. 7 tahun J996 dinyatakan bahwa pemerintah 

bersama masyarakat bertanggungjawab unluk mewujudkan kelahanan pangan, 

dan pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan 

pengawasan terhadap kelersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun 

mUlunya, aman bergizi, beragam, merala, dan lerjangkau oleh daya beli 

rnasyarakal (Sawil,2006; 48-49) 

3. Swakelola 

Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010, swakelola diartikan sebagai 

pengadaan barang dan jasa, di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan 

dan/alau diawasi sendiri oleh Kemenlerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 

Daerahllnstansi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain 

dan/atau kelompok masyarakal. 
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Perpres Nomor 54 Tahun 20 I0 menegaskan bahwa pekerjaan yang dapat 

diswakelolakan adalah : 

a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan danJatau 

memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan 

tugas pokok KfLID/I; 

b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi 

langsung masyarakat setempat; 

c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya 

tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; 

d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung! ditentukan terlebih 

dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang!Jasa akan 

menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar; 

e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, semmar, lokakarya atau 

penyuluhan; 

f. pekerjaan untuk projek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat 

khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat 

dilaksanakan oleh Penyedia Barang!Jasa; 

g. pekerjaan survey, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, 

pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu; 

h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi KlLlD/I yang bersangkutan; 

I. pekerjaan Industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri; 

J. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau 
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k.	 pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri 

almatsus dalam negeri 

Pengadaan barang dan jasa secara swake/ola dapat dilaksanakan oleh 

instansi penanggungjawab anggaran. instansi lain sebagai pe/aksana swakelola 

atau kelompok masyarakat sebagai pe/aksana swake/ola. Pe/aksanaan pengadaan 

secara swake/ola oleh masyarakat mengikuti ketentuan : 

a.	 Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh ke/ompok masyarakat pelaksana 

swake/ola, 

b. Sasaran ditentukan oleh instansi penanggung jawab anggaran, dan 

c. Pekerjaan utama tidak boleh dialihkan kepada pihak lain (subkontrak). 

4. Kebijakan Publik 

Suhamo (20 I0:22-23) mengutip Anderson (1979) mengatakan bahwa 

kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan dan dirumuskan oleh 

instansi-instansi atau pejabat-pejabat pemerintah. Widodo (2012:5) mengatakan 

bahwa kebijakan publik adalah salah satu bentuk pengaturan masyarakat atau 

social control untuk mencapai tujuan tertentu yang dinilai dari dua segi, yaitu : 

memberikan jaminan yang lebih baik dalam mencapai tujuan atau dapat 

mengurangi pembatasan yang menghambat dan tanpa mengganggu orang lain. 

Selanjutnya Widodo (2012:28) menyebutkan bahwa kebijakan pertanian adalah 

kegiatan untuk masyarakat umum atau public action yang ditujukan untuk 

meningkatkan !araf hidup, kesempatan ekonomi petani dan kehidupan pedesaan. 

Menurut Nugroho (2008:50-51) kebijakan publik yang baik adalah kebijakan 

yang melayani publik. Kebijakan publik yang baik harus memenuhi beberapa syarat. 
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yaitu melibatkan publik dalam segala tahap, realistik, transparan, jelas tolok ukur 

keberhasilannya, jelas target atau sasarannya, jelas dasar hukumnya dan tidak 

bertentangan atau tum pang tindih antar kebijakan. Sedangkan Wibawa (2012:35) 

rnenyatakan bahwa norma mengelola urusan publik adalah partisipasi, rule of law, 

transparan, responsiveness, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, 

akuntabilitas dan visi strategik. 

Tujuan kebijakan publik menurut Tjahjan (2006) dalam Witaradya (2010) 

adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik, baik yang bertalian public 

goods (barang publik) maupun public service (pelayanan publik). Nilai-nilai 

tersebut sangat dibutuhkan publik untuk meningkatkan kualitas hidup, baik fisik 

maupun nonfisik. 

Sundarso el al (20 I0:8.1 I) menyatakan bahwa proses pembuatan kebijakan 

publik adalah menyangkut penentuan agenda kebijakan, pengumpulan informasi 

yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan, kompromi dan negosia~i di 

antara pelaku kebijakan dan mengesahkan kebijakan setelah kompromi dicapai. 

Secara sederhana Wibawa (2012:32) mengatakan bahwa tahap-tahap manajemen 

pemerintahan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. 

5. Implementasi Kebijakan Publik 

Suhamo (2010: 187) mengatakan bahwa implementasi kebijakan 

merupakan hal terpenting dalam proses kebijakan publik. Keberhasilan 

implementasi kebijakan sangat terkait dengan beberapa aspek, di antaranya 

pertimbangan pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana 

kebijakan serta perilaku sasaran. Mengutip Chemma dan Rondinelli (1983), 
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Suhamo (20 10: 196) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya 

organisasi untuk implementasi kebijakan serta karakteristik dan kemampuan 

agen pelaksana. 

Pertanian adalah kombinasi dari faktor ekonomi, fisik, biologi dan 

sebagainya yang selalu mengalami inelastis dan lag dalam produksi dan land 

based, sehingga mempunyai resiko tinggi karena cuaca, penyakit, hama dan 

harga. Oleh karena itu kebijakan publik sektor pertanian diarahkan untuk 

meningkatkan efisiensi pasar domestik, pasar ekspor, pembatasan luas tanam, 

subsidi dan tarif ekspor (Widodo, 2012: 117). 

Dalam upaya menyelaraskan kebijakan publik pada sektor pertanian 

diperlukan kebijakan yang dapat memahami sektor pertanian sebagai hal yang 

berbeda dari pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan atau gedung. Pola 

usaha tani memiliki logika tersendiri terkait cuaca dan musim, sehingga usaha 

budidaya pertanian tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu (Widodo, 2012:114). 

Keterlambatan pengadaan benih tahun 2011 dan tahun 2012, karena pengadaan 

dengan sistem kontraktual menyebabkan banyak daerah mengalami 

keterlambatan memulai tanam (Abdulrachman et ai, 2012). Hal ini terjadi karena 

sistem pengadaan barang yang tidak mendukung polamusim pada pertanian 

(Dinas Pertanian Nunukan tahun 2012) . Kekacauan karena keterlambatan 

penyediaan benih terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya, Boyolali, atau Muara 

Enim, sehingga karena sering terjadinya keterlambatan ini Pemerintah Provinsi 
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Sumatera Selatan meminta pemerintah pusat mengubah pola pengadaan benih 

dari pola kontraktual menjadi Bantuan Langsung Masyarakat. (Abdulraehman et 

ai, 2012). Demikianjuga yang terjadi di Kabupaten Nunukan, dimana pengadaan 

bantuan benih padi tahun 2011 dan tahun 2012 yang dilaksnakan dengan sistem 

kontraktual berdasarkan Keppres 80 tahun 2003 droping benih di tingkat 

lapangan tidak sesuai dengan musim tanam. yang disusun oleh kelompok tani. 

Kesepakatan jadwal tanam jatuh pada bulan Maret-April, sedang droping 

benih padi oleh rekanan pemenang Ielang dilakukan pada bulan Mei sehingga 

benih disimpan dipergunakan untuk musim tanam berikutnya pada bulan 

September sehingga persentase tumbuhnya sudah jauh menurun (Dinas 

Pertanian Nunukan, tahun 2012) 

Menunurut Widodo: 2012, Kebijakan umumnya berkaitan dengan 

kearifan (wisdom) dalam menangani peristiwa berdasar suatu reneana dan 

program tertentu yang disusun melalui proses pemikiran dan berdasar alasan, 

melibatkan berbagai pihak seeara rasional, baik perorangan, keluarga, 

perusahaan, organisasi, gerakan politik maupun badan-badan pemerintah. 

Kebijakan meliputi perencanaan berdasar faham, norma dan tujuan tertentu 

dengan memperhatikan sumber daya yang ada, manfaat dan biaya atau 

pengorbanan. Unsur kebijakan meliputi tujuan (goals), eara (means), alat 

(implement)s dan kendala (constraints) , dalam masyarakat demokrasi untuk 

membuat suatu public policy akan melalui banyak kompromi baik kompromi 
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antar perorangan, organisasi, partai politik, maupun antar badan-badan 

pemerintah. 

Menurut Widodo (2012), eara pandang pertanian sebagai agribisnis dapat 

dipengaruhi oleh kebijakan antara lain penawaran sarana produksi pertanian 

ifarm input supply) dan pemasaran pengolahan hasil pertanian (marketing

processing). Farm input economy meliputi (I) industri dan alat mesin pertanian 

(2) industri pupuk (3) industri pestisida, dan (4) industri benih. 

Salah satu penyebab penurunan produktivitas padi sawah adalah adanya 

penggunaan benih dengan varietas yang sarna pada suatu wilayah dengan kurun 

waktu yang lama, sehingga tidak mampu fagi berproduksi lebih tinggi karena 

kemampuan genetiknya terbatas, oleh karena itu perlu adanya penggantian benih 

baru dengan varietas yang berbeda di suatu wilayah (Satolo, 2012). Salah satu 

upaya peningkatan produksi padi seeara berkelanjutan, adalah menyediakan 

benih padi dengan varietas yang mampu beradaptasi dengan baik, produksi tinggi 

dan disukai oleh petani dan konsumen (Satolo, 2012). Peningkatan produktivitas 

padi yang dieapai disebabkan oleh dua faktor, yaitu penggunaan benih varietas 

unggul yang berpotensi tinggi dan semakin membaiknya sistem usahatani padi 

seperti pengolahan tanah, cara tanam dan pemupukan (lrawan, 2004) 

Untuk mempereepat tereapainya tujuan pembangunan pertanian salah 

satu jalan adalah meningkatkan efektivitas penyuluhan pertanian yang dilakukan 

oleh Penyuluh Pertanian pada kelompok tani disertai dengan penyediaan sarana 
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produksi pertanian yang terdiri dari benih unggul, peupuk dan pestisida 

( Widodo, 2012). 

Proses produksi pertanian mempunyai resiko kegagalan yang lebih 

besar dari pada produksi barang-barang manufaktur, antara lain karena proses 

produksi terjadi dilapangan (oul door) sehingga mengalami exposure dari faktor 

ekstemal yang di luar kemampuan (kontrol) manusia, seperti iklim, temperatur, 

kelembaban, dan hama penyakit (Sumamo, Soedjana dan Suradisastra, 2012). 

Perubahan iklim merupakan proses longiludinal adalah salah satu ujian yang 

dapat mempengaruhi derajat ketangguhan sosial dan ekologi (sistem geofisik). 

Upaya penanganan dampak perubahan iklim terhadap ekosistem merupakan 

tantangan terbesar dalam sistem sosial ekologi. Kebijakan dan manaJemen 

adaptif yang disarkan pada pengelolaan berbasis komunitas pada umumnya lebih 

mudah diadopsi dan diarahkan sesuai perubahan perilaku iklim dan dinamika 

komunitas petani . Kebijakan dan manajemen adaptif mampu mengarahkan 

pembangunan sektor pertanianke arah peningkatan ketangguhan sosial komunitas 

petani (Sumamo, Soedjana dan Suradisastra, 2012). 

6. Sistem Penyusunan Anggaran 

Menurut Febriyanti (20 II), anggaran merupakan pemyataan mengenai 

estimasi kinerja pemerintah yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu 

yang dinyatakan dalam ukuran finansial (rupiah). Penyusunan anggaran negara 

adalah suatu proses politik. Penganggaran adalah suatu proses atau metode 

unluk mempersiapkan suatu anggaran dengan tahap yang sangat rumit dan 
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mengandung nuansa politik yang sangat kental, karena memerlukan pembahasan 

dan pengesahan dari wakil rakyat di parlemen yang terdiri dari berbagai utusan 

partai politik. 

Sistem penganganggaran dii Indonesia yang tertuang dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 20122, anggaran pemerintah dibagi menjadi 

3 tingkat tingkatan pemerintahan, yaitu anggaran pemerintah pusat, yang disebut 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran pemerintah 

provinsi yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Provinsi dan anggaran pemerintah kabupaten yang disebut Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Pemerintah yang lebih tinggi dapat 

melakukan intervensi anggaran kepada pemerintah tingkatan di bawahnya 

melalui mekanisme dekonsentrasi, tugas pembantuan dan bantuan keuangan 

( Febriyanti , 2011) . 

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, Indonesia menganut Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). 

Menurut lkhsan et al (20 II :9.20) Anggaran Berbasis Kinerja atau Perfonnance 

Budgeting adalah struktur anggaran yang (I) terfokus pada aktivitas atau fungsi 

penciptaan suatu produk atau hasil dan dari mana sumber daya yang 

digunakannya, serta (2) menunjukkan proses penganggaran yang berupaya 

mengaitkan antara tujuan organisa~i dengan penggunaan sumber dayanya. Ikhsan 

et al (2011:9.20) mengatakan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja terfokus pada 

peningkatan efisiensi dengan cara pengklasifikasian aktivitas dan biaya. 
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Komponen utama anggaran jenis ini adalah klasifikasi aktivitas, pengukuran 

kinerja, dan laporan kinerja. 

7.	 Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

Pengadaan benih padi untuk bantuan kepada pelani khususnya, saal ini 

mengacu pada sislem pengadaan barang dan jasa pemerintah berpedoman pada 

Peraluran Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 20 I0 yang telah disempumakan 

dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) adalah kegiatan unluk 

memperoleh barang!jasa oleh Kemenlerian/ LembagalSaluan Kerja Perangkal 

Daerah/lnstansi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan 

sampai diselesaikannya seluruh kegiatan unluk memperoleh barang!jasa. 

Menurul Tjilroresmi (2003: 140), sistem Pengadaan Barang Jasa 

Pemerintah (PB1P) lelah dimulai sejak tahun 1980 rnelalui penerbilan Kepulusan 

Presiden (Keppres) Nornor 14A tahun 1980 lentang Pelaksanaan APBN dan 

Keppres Nomor 10 labun 1980 lentang Tim Pengendali Pengadaan Barang!Jasa 

dan Peralatan Pemerintab (TPPBPP). Pada saat itu sistem pengadaan barang dan 

jasa diatur dalam Keppres rnengenai pelaksanaan APBN. Setahun kernudian 

Keppres lersebul diganli menjadi Keppres Nomor 18 Tahun 1981. Pada tahun 

1984, Keppres tersebut berubah kembal i menjadi Keppres Nomor 29 Tabun 1984 

tentang Pelaksanaan APBN dan Keppres Nomor 30 Tahun 1980 lentang 

TPPBPP. Pada tahun 1994 pemerintah mengeluarkan kern bali Keppres Nornor 
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16 Tahun 1994 mengenai pelaksanaan APBN untuk menyempumakan peraturan 

sebelumnya. 

Pada masa reformasi pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 6 Tahun 

1999 tentang Pedoman Pe1aksanaan Pengadaan BaranglJasa Instansi Pemerintah 

yang disempumakan dengan Keppres Nomor 18 Tahun 2000. Mengingat terjadi 

banyak kelemahan dan in konsistensi dalam PBJP dari berbagai peraturan yang 

ada, terutama antara aturan umum dan petunjuk teknisnya, maka pemerintah 

mengeluarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 mengenai PBJP yang sangat 

fenomenal, karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki aturan PBJP yang 

komprehensif(Tjitroresmi, 2003: 140) 

8.	 Pengadaan Barang dan Jasa pola Kontraktual 

Menurut Mustofa (2008), PBJP terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pengadaan 

barang menggunakan penyedia oleh pihak ketiga (kontraktual) dan swakelola 

yang pelaksanaannya dikelola sendiri oleh instansi pemerintah bersangkutan. 

Tidak ada penggunaan istilah kontraktual dalam Perpres Nomor 54 Tahun 

2010. Dalam peraturan tersebut hanya dikenal istilah pemilihan penyedia barang 

dan jasa melalui pelelangan, seleksi sederhana, pengadaan langsung, 

kontes/sayembara, pemilihan, penunjukan dan swakelola. Istilah kontraktual 

digunakan untuk memudahkan pembedaan istilah dengan swakelola, karena pada 

dasamya semua pola pengadaan se1ain swakelola dilaksanakan dengan metode 

perjanjian/kontrak. 
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Perpres 54 Tahun 2010 membedakan ura pengadaan kontraktual berdasarkan 

nilai pengadaan dan jenis pekerjaannya, misalnya : apabila nilai pengadaannya di bawah 

Rp 100 juta disebut sebagai pengadaan langsung. Saat ini nilai pengadaan langsung 

telah diubah menjadi maksimal Rp 200 juta dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. 

Pengadaan di alas Rp 200 juta sampai dengan Rp 5 milyar digunakan metode pelelangan 

sederhana Oi alas nilai tersebut digunakan metode pelelangan umum (Mustofa, 2012). 

Tata eara pengadaan menggunakan jenis kontraktual dimulai dengan 

(a) pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 

(PPB]) atau Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), 

(b) perusahaan yang memenuhi syarat mendaftarkan diri, (c) PPBJ atau Pokja 

ULP melakukan evaluasi administrasi, teknis, kemampuan keuangan dan 

penawaran harga, (d) PPBJ atau Pokja ULP menetapkan pemenang pelelangan, 

(e) mengumumkan pemenang, (f) memberikan waktu sanggah, bagi yang 

keberatan, (g) menetapkan pemenang, dan (h) PPBl atau Pokja ULP 

mengusulkan kepada Pengguna Anggaran untuk menetapkan penyedia (Perpres 

Nomor 54 Tahun 2010). 

9. Pemanfaatan Anggaran 

Saat ini Indonesia menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja. Menurut 

Cipta 2011, sistem penganggaran tersebut mengharuskan agar: a. seeara eksplisit 

mendefinisikan outcome yang pelayanannya diberikan kepada masyarakat, 

b. menyediakan indikator kinerja kunei untuk mengukur efektivitas dan efisiensi 

untuk mengukur pelayanannya selama penyusunan anggaran. 
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Cipta, (2011) mengatakan bahwa prinsip-prinsip pemanfaatan adalah : 

I) transparansi dan akuntabilitas anggaran, 2) disiplin anggaran, 3) keadilan 

anggaran, 4) efisiensi dan efektivitas anggaran, dan 5) disusun dengan 

pendekatan kinerja. 

Menurut Balitbangda Provinsi NTT (2008: 178), birokrat seringkali 

menghadapi kenyataan bahwa ketika mengimplementasikan kebijakan publik 

yang nampak melalui realisasi berbagai rencana anggaran, birokrat harus tunduk 

pada mandat kebijakan yang masih bersifat umum, makro dan kadang-kadang 

bersifat ambigueos. Kebijakan publik yang kompleks itu justru membutuhkan 

penanganan berbagai instansi dalam tubuh birokrasi, sehingga pada waktu 

mengimplementasikan kebijakan, timbul masalah yang menyebabkan kebijakan 

tersebut menjadi terhambat, bahkan kadang-kadang tidak dapat direalisasikan 

sarna sekali. Akibatnya terjadi inefisiensi, sehingga mengurangi efektivitas 

anggaran. Inefisiensi terjadi menyangkut rasio penggunaan anggaran atau daya 

aborsi kemampuan menyerap dana yang tersedia untuk mencapai target-target 

pembangunan. Berkurangnya efektivitas anggaran karena berkurangnya 

pengeluaran pemerintah yang direalisasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran 

yang ditetapkan. 

10. Efisiensi Anggaran 

Permendagri Nomor 13 Tabun 2006 menyatakan bahwa efisiensi dalam 

pemanfaatan anggaran adalah hubungan antara masukan dan keluaran. Efisiensi 

merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan 
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digunakan oleh organisasi pemngkat pemerintahan untuk mencapai tujuan 

organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu (Febriyanti, 

2011 ). 

Menurut Witaradya (20 I0), efisiensi juga mengandung beberapa 

pengertian antara lain: (I) efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep 

masukan-keluaran (input-output), (2) efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; 

atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika 

pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang 

terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. dan 

(3.) efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan 

memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah 

dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah. 

Menurut Anthony dan Vijay (2003), efisiensi adalah "perbandingan 

output terhadap input atau jumlah output per unit input" unit yang paling 

efisiensi adalah unit yang memproduksi sejumlah keluaran dengan penggunaan 

masukan yang minimal atau menhasilkan keluaran terbanyak dari masukan yang 

tersedia. Menurut Supriono (1990), tolok ukur efisiensi adalah " Hubungan 

antara masukan dan keluaran. Hubungan ini dikatakan efisiensi jika 

menggunakan input yang lebih sedikit, menghasilkan output yang maksimal atau 

sarna (normal) dan menggunakan input yang sarna tetapi menghasilkan output 

yang lebih besar " 
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Doyle (1996), menjelaskan bahwa karakteristik dari efisiensi adalah 

mudah dipantau dan diukur terhadap standar tetapi tidak selalu dihubungkan atau 

dapat diidentifikasi pada sasaran akhir. Adapun pengukurannya adalah : 

(I) tingkat aktivitas (2) biaya, dan (3) rasio dari indikator penting. Dari uraian 

definisi di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan efisiensi berkaitan satu 

sarna lainnya, karena setiap pusat pertanggungjawaban harus efektif dan efisien, 

di mana organisasi perusahaan harus mencapai tujuan optimal. 

Sedangkan menurut Cipta (2011), faktor-faktor yang menentukan tingkat 

efisiensi adalah: (I) faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan, (2) faktor 

struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu 

struktural maupun fungsional, (3) faktor sumber daya manusia seperti tenaga 

kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, 

tempat bekerja serta dana keuangan, (4) faktor dukungan kepada aparatur dan 

pelaksanaanya baik pimpinan maupun masyarakat, dan (5) faktor pimpinan 

dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut ke 

dalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran 

yang dimaksud. 

11. Efektivitas Anggaran 

Anthony dan Vijay (2003: 114 ) mendifinisikan "Efektivitas 

ditentukan antara output yang dihasilkan oleh pusat pertanggung jawaban dengan 

tujuan jangka pendek (objektif). Menurut Halim (1999), efektivitas adalah " 

perbandingan antara keluaran dengan target yang sudah ditetapkan. 
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Pengertian efektivitas dalam konsep ini merupakan kaitan antara hasil 

yang telah dipakai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas biasanya 

dipakai sebagai tolok ukur tercapai tidaknya suatu program yang dilaksanakan. 

Doyle (1996) menjelaskan bahwa " karakteristik dari efektivitas adalah penilaian 

tidak langsung dan subjektif, sering pengaruh pada penjualan, laba atau ukuran 

akses lain adapun pengukurannya adalah : (I) pendapatan (2) pangsa pasar, dan 

(3) persepsi kompetitif. 

Menurut Supriyono (1990), " efektivitas adalah kemampuan untuk 

memilih tujuan yang tepat dalam mencapai tujuan yang diterapkan". Tolok ukur 

efektivitas adalah keluaran. Pengukurannya dengan membandingkan tujuan 

adalah keluaran dengan hasil yang sudah dicapai. 

Menurut Rofai (2006:36), efektivitas adalah taraf tercapainya suatu tujuan 

tertentu, baik ditinjau dari segi hasil, maupun dari segi usaha, yang diukur 

dengan mutu, jumlah, serta ketepatan waktu sesuai dengan prosedur dan ukuran

ukuran tertentu sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan yang telah 

ditetapkan. Namun demikian dalam proses bantuan benih padi efektivitas tidak 

cukup diukur dengan mutu, jumlah dan ketepatan waktu namun perlu 

ditambahkan dengan kesesuaian waktu, fleksibilitas waktu., dan keterlibatan 

pelaksana kegiatan. 

Terdapat beberapa perspektif dalam menilai efektivitas, sebagaimana 

dikemukakan oleh Cipta (2011:12), yaitu (I) perspektif optimalisasi tujuan, 

yaitu efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil 
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mencapai tujuan yang layak dieapai. Pemusatan perhatian pada tujuan yang layak 

dieapai secara optimal, memungkinkan dikenalinya secara jelas bermaeam

maeam tujuan yang sering saling bertentangan, sekaligus dapat diketahui 

beberapa hambatan dalam usaha meneapai tujuan, (2) perspektif sistem, yaitu 

efektivitas orgamsasl dipandang dari keterpaduan berbagai faktor yang 

berhubungan mengikuti pola, input, konversi, output dan umpan balik, dan 

mengikutsertakan lingkungan sebagai faktor eksternal. Oalam perspektif ini 

tujuan tidak diperlakukan sebagai suatu keadaan akhir yang statis, tetapi sebagai 

sesuatu yang dapat berubah dalam perjalanan waktu. Lagipula tereapainya 

tujuan-tujuan jangka pendek tertentu dapat diperlakukan sebagai input baru untuk 

penetapan selanjutnya. Jadi tujuan mengikuti suatu daur yang saling 

berhubungan antar komponen, baik faktor yang berasaJ dari dalam (faktor 

internal), maupun faktor yang berasal dari luar (faktor eksternal), dan 

(3) perspektif perilaku manusia, yaitu konsep efektivitas organisasi ditekankan 

pada perilaku orang-orang dalam organisasi yang mempengaruhi keberhasilan 

organisasi untuk periode jangka panjang. Oi sini dilakukan pengintegrasian 

antara tingkahlaku individu maupun kelompok sebagai unit analisis, dengan 

asumsi bahwa eara satu-satunya meneapai tujuan adalah melalui tingkah laku 

orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. 

OaJam pemanfaatan anggaran, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 

menyatakan bahwa efektivitas pemanfaatan anggaran adalah peneapaian hasil 
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program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan membandingkan 

antara keluaran dengan hasi!. 

12. Penilaian Efisiensi dan Efektivitas Anggaran 

Menurut Suprianto (201 I). efisiensi dapat dinilai dari salah satu kondisi 

berikut in i, 

I.	 Target keluaran (output) berhasil diwujudkan dengan menggunakan kuantitas 

input yang lebih kecil dari anggarannya (standamya). 

2.	 Kuantitas input tertentu telah menghasilkan target output yang lebih besar dari 

standar (rencana). 

3.	 Input telah digunakan untuk menghasilkan target output yang direncanakan 

atau tidak terdapat pemborosan sumber daya. 

Sedangkan efektivitas dapat dinilai dari kondisi seperti ini . 

I.	 Keluaran (output) yang dihasilkan, sesuai dengan yang direncanakan, baik 

dari segi jenis/spesifikasi, kuantitas, mutu. dan waktu. 

2.	 Keluaran yang dihasilkan dapat atau telah dimanfaatkan sesuai kebutuhan 

3.	 Keluaran yang dihasilkan digunakan sesuai rencana peruntukkannya. 

13. Pengawasan 

Suatu organisasi didirikan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Agar tujuan tersebut dapat di capai dengan baik maka 

para pimpinan organisasi harus melaksanakan berbagai kegiatan administrasi dan 
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manajemen. Fungsi manaJemen mencna itu terdapat akup perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, hingga melakukan pengawasan seluruh kegiatan 

organisasi agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan (Ikhsan, Santosa A 

dan Harmanti 201 I). 

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang memberikan suatu 

jaminan pada pihak tertentu bahwa aktivitas-aktivitas organisasi dapat dicapai 

secara efektif dan efisien. Fungsi pengawasan terdiri dari penetapan standar, 

mengukur kinerja, mengevakuasi hasil, dan mengambil tindakan yang diperlukan 

(Woelfel, 1987). Dalam pelaksanaan suatu kegiatan perlu dilakukan pengawasan 

secara terus menerus dengan mengusahakan adanya laporan dan umpan balik 

dari pelaksana kegiatan (Muharjono, Zein S, 2005). 

Pimpinan organisasi merupakan pihak yang paling bertanggung jawab 

dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi sebagaimana yang telah 

direncanakan agar tidak mengalami kegagalan atau penyimpangan . Dalam hal 

ini pimpinan organisasi melaksanakan fungsi pengawasan. Pengawasan adalah 

suatu proses di mana pimpinan organisasi berupaya untuk mengetahui apakah 

hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan 

rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan (Handayaningrat, 

1980). Pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh 

kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang 

dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya 
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(Siagian, 1981). Pengawasan merupakan fungsi manajemen untuk memastikan 

dan menjamin agar pembangunan dilakukan sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan. Tugas ini merupakan tugas perangkat pengawasan sebagai abdi 

dan mitra pemerintah (Muharjono, Zein S, 2005). Perangkat pengawasan dalam 

pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dilaksnakan oleh Tim Teknis 

yang di bentuk oleh Dinas yang membidangi sektor pertanian sedang pada 

pengadaan kontraktual berpedoman pada Kepres 54 tahun 20 I0 (Moeso, 2012). 

Pengawasan pada dasamya adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegaiatan telah 

dilakukan sesuai dengan rencana semula (LAN, 2003) 

B.	 Kerangka Berpikir 

Penelitian ini bermaksud untuk menilai Efektivitas Bantuan Sosial Sektor 

Pertanian melalui Kebijakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Bantuan 

Langsung Benih Unggul (BLBU) di Kabupaten Nunukan kepada petani. Diharapkan 

dengan terungkapnya efektivitas sistem Bantuan Sosial sector pertanian, dapat dijadikan 

rujukan rekomendasi kepada pengambil kebijakan dalarn pembangunan pertanian. 

Secara rinci kerangka pikir penelitian berfokus pada efektivitas sistem Bantuan 

Langsung Masyarakat ( BLM) melalui Transfer uang kepada kelompok tani 

dibandingkan dengan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) melalui bantuan benih 

padi langsung kepada kelompok tani. Proses penyaluran benih padi dapat digambarkan 

dalam skema berikut. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41574.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



30 

PEMBERlIlANTUAN 
- MI!J1e1 UiIU It Petilni 

Menyusul'l PrOgralll 
- MenyusuqAnggaran 
- M~lek$[ 0100 Penerima 

Bantuan. 
- Menentukan Calon Penerima 

8ANTUAN LANGSUNG 
8ENIH UNGGUL 

PEM8ERI BANTUAN 

- Menentukan 

kebutuhan petani 

- M'enyusun ~ 

P I"3i1I1 Seodl.ri (HPSI 

- !,",eI'l~rnu~anAdanYil 
Pengadaan 

MCr'lyeleJi5i 0l1Qcl 
P~&na PeN!adaan 

- Menentul(all P'e na 

Pengadaan(Rekanan) 

- Membuat Perjanjian 

BANTUAN LANGSUNG
 
MASYARAKAT
 

PEMBERI BANTUAN
 
BERSAMA PENERIMA
 

BANTUAN
 
- Membuat Perjanjian 
- Menentukan 

Kebutuhan Kelompok 
- Menyusun Harga 

Perklraan 5endiri 
- Menentukan waktu 

pendistribusian 
- Metakukan revisi bila 

diperlukan 

1
 
PElAKSAN,MN 

REKANAN
 

PEMBERDAYAAN
 
MASYARAKAT
 

Gambar t. Proses penyaluran BanLuan Sosial Sektor Pertanian Metode BLBU dan BLM 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41574.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



31 

Dari penjelasan tersebut diatas dapat digambarkan kerangka pikir dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian 

C. Definisi Konseptual dan Operasional 

Penelitian ini mempunyai fokus untuk membandingkan efektivitas 

pelaksanaan Bantuan Benih Padi melalui Bantuan Langsung Masyarakat 

(BLM) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU). Guna memudahkan 

pengukuran dimensi dalam dalam penelitian ini, maka dirumuskan indikator

indikator sebagai berikut, 

I.	 Efektivitas adalah kondisi tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan yang 

telah direncanakan diukur dengan keterlibatan pelaksana kegiatan, kesesuaian 
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kebutuhan, fleksibilitas, dan ketepatan waktu.Variabel ini memiliki empat 

dimensi sebagai beri kut : 

a.	 Keterlibatan pelaksana kegiatan, yaitu keterlibatan unsur pelaksana dan 

penerima bantuan benih padi dalam penyusunan rencana kegiatan. 

Indikator dimensi ini adalah keterlibatan SKPD, PPL, dan Kelompok Tani 

dalam perencanaan bantuan benih padi. 

b.	 Kesesuaian kebutuhan, yaitu kesesuaian kebutuhan bantuan benih padi 

yang didistribusikan pada petani. Indikator dari dimensi adalah kesesuaian 

jumlah dan jenis bantuan benih padi yang distribusikan pada petani. 

c.	 Fleksibilitas waktu, yaitu tingkat keluwesan pengadaan benih padi untuk 

dilakukan revisi yang disesuaikan dengan kebutuhan petani. Indikator dari 

dimensi adalah keluwesan pengadaan benih padi yang didistribusikan pada 

petani untuk disesuaikan dengan kebutuhan petani penerima bantuan. 

d.	 Ketepatan waktu, yakni ketepatan waktu penyaluran benih padi yang sesuai 

dengan jadwal tanam padi. Indikator dari dimensi ini adalah ketepatan 

waktu proses penyaluran benih padi yang disesuaikan dengan waktu 

musim tanam petani. 

2. Pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perangkat pengawasan 

untuk menilai dan membandingkan kegiatan nyata proses pengadaan bantuan 

benih padi dengan standart yang telah ditetapkan. Indikator dari konsep ini 

adalah aturan hukum, teknis pelaksanaan, dan administrasi. 
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BABID
 
METODE PENELITIAN
 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini dimulai dengan mencari data dengan mengumpulkan 

infonnasi yang relevan terkait dengan fokus penelitian. Data primer diperoleh 

dari wawancana secara mendalam dengan infonnan dan data sekunder diperoleh 

dari studi dokumentasi. Data yang diperoleh digunakan untuk memaknai 

peristiwa yang menjadi fokus penelitian 

Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif dengan cara studi dokumentasi, wawancana mendalam dan 

observasi di lapangan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan memahami 

situasi, peran dan peristiwa yang mempengaruhi hasil penelitian. Dengan 

metode ini diharapkan akan diungkap Efektivitas Bantuan Sosial Sektor 

Pertanian dengan sistem BLM atau BLBU. 

B. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nunukan dengan populasi 

seluruh kegiatan yang kelola oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Petemakan Kabupaten Nunukan dari tahun 2008 sid 2012. Instrumen penilitian 

dengan menggunakan kuisioner dan wawancara dengan responden dengan 

mengumpulkan data primer dan sekunder. Pelaksanaan penelitian yang hanya 

menggunakan satu wilayah di antara banyak wilayah di Indonesia, dianggap telah 

mewakili seluruh keadaan sejenis di seluruh wilayah Indonesia, karena yang 
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diteliti adalah pelaksanaan aturan, yang berlaku sama di seluruh wilayah 

Indonesia. 

Matriks pengembangan instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Tabel . 2 Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian 

Pennasalahan 

Apakah Bantuan 

Benih Padi 

melalui Bantuan 

Sosial Pertanian 
efektiv 

penyaluranya? 

Variabel 

Variabel 
efektivitas 

pemanfaatan 
Bantuan 

Indikator 

Ketepatan Wak1:u 

Data 

Primer 

Sumber Ditta 

Mantan PPK Kegiatan Bantuan 
Sosial Pertanian, PPTK Kegiatan 

Bantuan Kepada Petani. 
kontraktor penyaluran bantuan 

kepada petani. kelompok tani 

penerima bantuan 

Instrumen 
Wawancara 

Sekunder 

--c-----t-.Kes.esuaian Primer 
kebutuhan 

penerima 
bantuan 

I",,"""..~. FWaklu 
Penggunaan 

f---

Peraturan Pengadaan Barang 

dan Jasa, peraturan penyaluran 
Bantuan Sosial Pertanian, 
peraturan tentang prosedur 

penyaluran bantuan 

Mantan PPK Kegiatan Bantuan 
Sosial Pertanian, PPTK Kegiatan 

Bantuan Kepada Petani, 
kontraktor penyaluran bantuan 
kepada petani, kelompok tani 

penerima bantuan 

Peraturan Pengadaan Barang 
dan Jasa, peraturan penyaluran 
Bantuan Sosial Pertanian, 

peraturan tentang prosedur 

penyaluran bantuan 

Mantan PPK lC:egiatan Bantuan 

Sosial Pertanian, PPTK Kegiatan 
Bantuan Kepada Petani, 

kontraktor penyaluran bantuan 

kepada petani, kelompok tani 
penerima bantuan 

Telaah 

dokumen 

Wawancara 

Telaah 

dokumen 

Wawancara 

I 

I 

Keterlibatan Primer 

~~".~kegiatan 

PPIC: h.giatan Bantuan Sos-ial 
Pertanian, PPTK Kegiatan 

Bantuan Kepada Petani, PPl 

kontraktor penya(uran bantuan 
kepada petani, kelompok tani 

penerima bantuan 

Wawancara 

I 
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Sampel penelitian ini menggunakan sampel purposij, yaitu sampel yang 

dipilih karena memiliki ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki sampel lainnya. Ciri 

khusus yang dimaksud adalah kegiatan yang berhubungan dengan bentuan benih 

padi kepada pctani. 

Unit analisis penelitian ini adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Peternakan kabupaten Nunukan, diambil dari seluruh kegiatan Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan yang mempunyai ciri 

pemberian bantuan kepada petani, baik yang dibiayai APBN dalam rangka Tugas 

Pembantuan, APBN dalam rangka Dekonsentrasi melalui Satuan Kerja Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur, maupun kegiatan yang 

dibiayai oleh APBD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka Bantuan 

Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan kegiatan yang dibiayai 

APBD Kabupaten Nunukan sendiri. Rentang waktu kegiatan yang dijadikan 

obyek penelitian adalah selama lima tahun terakhir dari tahun 2008 - 2012. 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

Data yang akan dijaring dalam penelitian ini terdiri alas data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh dari infonnan terpilih, yang memiliki 

hubungan langsung dengan kegiatan bantuan untuk petani menggunakan 

wawancara terstruktur berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan. 

Data sekunder dijaring menggunakan instrumen berupa telaah dokumen 

(document review). Telaah dokumen menjadi instrumen utama dalam menyusun 
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kesimpulan, sehingga dapat disusun model penyaluran bantuan benih padi 

menggunakan cara yang paling efektif dalam pemanfaatan anggaran 

Pengumpulan data dilakukan baik terhadap data primer maupun sekunder. 

Pengumpulan data dibedakan dari jenis data yang diperlukan, instrumen yang 

digunakan dan informan yang dimintai informasi. Jenis data yang diperlukan dalam 

penelitian ini dalam bentuk tabulasi sebagai berikut : 

label 3 Prosedur Pengumpulan Data Penelitian 

Data Jenis Data yang Dibutuhkan Instrumen Informan 
Primer Prosedur penyaluran Wawancara Mantan PPK Kegiatan 

Bantuan Sosial Pertanian Bantuan Sosial 
Pertanian 

Prosedur penyaluran BLBU Wawancara Mantan Panitia Lelang 

Prosedur penyaluran Wawancara Mantan PPTK dan 

bantuan kegiatan bantuan Panitia Pemeriks3 Hasil 
kepada petani Pekerjaan 
Prosedur pembayaran Wawancara Bendahara 
melalui transfer barang 
Prosedur pembayaran Wawancara Bendahara 
metode 8antuan 505ial 
Pertanian 

Jenis bantuan pada kegiatan Wawancara Mantan PPTK bantuan 
, 

I bantuan kepada petani kepada petaoi 
Jenis bantuan pada Bantuan Wawancara Mantan PPK Kegiatan 
Sosial Pertanian Bantuan Sosial 

Pertanian 

Manfaat bantuan Wawancara PPK, PPTK dan Petani 
penerima bantuan 

Prosedur permohonan Wawancara Mantan PPK dan PPTK 

bantuan untuk petani 
TUjuan penyaluran bantuan Wawancara Mantan PPK dan PPTK 

Prosedur penetapan Wawancara Mantan PPK dan PPTK 
Kelompok Tani penerima 

~antuan 
==±wawancaraProsedur (PCL Mantan PPK dan PPTK 
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Sekunder DIPA/POK Kegiatan 8antuan Telaah dokumen Dispertanak Kabupaten 

Sosial Pertanian 2008 Nunukan 

2012 
~- .. 

Laporan Akh.f Keg1atan Telaah dokumen Dispertanak Kabupaten 

Bantuan Sosial Pertanian Nunukan 

2008 - 2012 
Dokumen lelang Kegiatan Telaah dokumen Dispertanak Kabupaten 

8antuan Kepada Petani Nunukan 
2008 - 2012 
RKA Kegiatan Bantuan Telaah dokumen Oispertanak Kabupaten 
Kepada Petani 2008 - 2012 Nunukan . -~ 
Laporan Akhir Kegiatan TeJaah dokumen Dispertanak Kabupaten 

Bantuan Kepada Petani Nunukan 

2008-2012 
Peraturan penyaluran Telaah dokumen Dispertanak Kabupaten 

Bantuan Sosial Pertanian Nunukan 
Peraturan pengadaan Telaah dokumen Oispertanak Kabupaten 
barang dan jasa Nunukan 
Peraturan penyaluran Telaah dokumen Dispertanak Kabupaten 

bantuan transfer barang Nunukan 

Peraturan pembayaran Tclaah dokumen Oispertanak Kabupaten 

penggunaan dana APBO Nunukan 

Peraturan tentang prosedur Telaah dokumen Dispertanak Kabupaten 
permohonan bantuan Nunu~an 

kepada petani 
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D. Analisis Data 
Metode anal isis data penelitian ini menggunakan proses yang 

disarankan oleh Irawan (2010 : 6.15) sebagai berikut : 

PEMBENTUKAN TEORI 

KONSEPTUALISASI 

KESIMPUlAN AKHIR 

KESIMPUlAN KESIMPUlAN 
SEMENTARA4 SEMENTARA n 

TRIAGUlASlTRIAGUlASI 

REALITAS YANG DIAIVlATl 

j
•••• 

i
•••• 

i
•• 

j
•• 

j
••• 

DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA 

DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA 

Gambar 3. Proses Analisis Data, Penyimpulan dan Pembentukan Teori (Sumber 
: Irawan, 2010: 6.15) 

Data yang diperoleh selama penelitian dikoding (bulatan hitam), 

selanjutnya dibuat kategori-kategori (K). Dari kategori-kategori tersebut 

dilakukan penyimpulan sementara. Kesimpulan sementara ini disempumakan 

dalam proses triagulasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir, yang akan 
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dilanjutkan dengan membentuk konsep yang mengubah konteks empiris menjadi 

konseptual, sehingga dapat dibangun teori yang dapat direkomendasikan. 

Secara operasional, anal isis data dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

-+I REKOMENDASI ~ 
f 

---.1 PENYUSUHAN KONSEP l-

tl:ESIMPULAN AKHIR I I 
BANTUANGG lANGSUNG SANTUAN LANGSUNG BENIH 

MASYARAKAT UNGGUl ., ,. 
I 

KESIMPULAN 
5EMENTARA KffiPATAN 

WAKTU ., 

KESIMPULAN SEMEN TARA 
KESESUAlAN KEBlJT1JHAN 

., 

KESIMPULAN SEMENTARA 
FLEk$IBllfTAS PENGGUNMN 

,. 
kESIMPULAN SEMENTARA 

kfT£RUBATAN PErANI 

., 

I TRIAGULASI 

t 
I 

KETEPATAN WAKTU-I ~
 -.L kESESUAIAN kEBUTUHAN r-
H FlEKSIBIUTAS WAKTU 

1 BANTUAN LANG5UNGBANTUAN LANG5UNG 
I~MASVARAKAT BENIH UNGGUl I

H kETERlIBATAN PHAKSANA 
kEG/AlAN I 

;--~4__ 11kO_DIN_G__

DATA SEkUNDER 

__t__ t 
[ INFORMA~ L DOkUMEN 

Gambar 4. Proses Analisis Data, Penyimpulan dan Rekomendasi Penelitian 
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Analisis data masing-masing variabel dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a.	 Efektivitas 

I.Keterlibatan Pelaksana Kegiatan 

a. Konsep Semakin banyak Pelaksana Kegiatan yang terlibat 

dalam proses perencanaan bantuan benih, semakin efektiv 

penggunaannya. Pelaksana yang dimaksud adalah unsur yang terlibat 

langsung dalam proses perencanaan bantuan benih antara lain: Kelompok 

tani, PPL, PPKlPPTK dan Kontraktor. 

b.	 Cara Pengukuran: Membandingkan jumlah pihak yang terlibat masing

masing metode penyaluran bantuan. 

c.	 Jenis Data : Primer (pengalaman melaksanakan kegiatan dan 

Sekunder (telaah dokumen). 

d.	 Sumber Data : Primer (Kelompok tani, PPL, PPK fPPTK, dan 

Kontraktor). Data Sekunder (pelaksanaan kegiatan bantuan benih padi 

tahun 2008 sId 2012, peraturan pengadaan barang dan jasa dan peraturan 

penyaluran Bantuan Sosial Pertanian). 
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Tabulasi : Dibuat tabel untuk membandingkan jumlah pihak yang 

terlibat antara metode Bantuan Langsung Masyarakat dan 

Bantuan Langsung Benih Unggul 

h,;eterlibatan pelaksana Pelaksana kegiatan yang Terlibat 

kegiatan BlBU BlM 

~PK/PPTK 

~l 
Kelompok tani 

Kontraktor 

Jumlah J 
2.	 Kesesuaian Kebutuhan 

a.	 Konsep Semakin tinggi kesesuaian bantuan dengan 

kebutuhan sasaran dikatakan makin efektif. 

b.	 Cara Pengukuran Membuat skala 1,2 dan 3 dengan nilai 3 

pada pemyataan ya, nilai 2 pada pemyataan kadang-kadang dan 

nilai I pada pemyataan tidak atas pertanyaan : 

b.1	 Apakah jenis barang yang diberikan, sesuai kebutuhan ? 

b.2 Apakah barang yang diberikan dapat direvisi? 

b.3	 Apakah penerima bantuan dapat memilih tempat pembelian 

barang yang lebih murah dari pada harga yang tertera dalam 

rencana? 

Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin menunjukkan 

efektivitas penyaluran bantuan. 

c.	 Jenis Data : Primer (pengalaman melaksanakan kegiatan dan 

menerima bantuan serta Sekunder (telaah dokumen). 
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d.	 Sumber Data Primer (mantan PPK, PPTK dan 

kelompok tani penerima bantuan) serta sekunder (peraturan 

pengadaan barang dan Jasa dan peraturan penyaluran Bantuan 

Sosial Pertanian). 

Tabulasi Dibuat tabel untuk membandingkan nilai skor 

yang diperoleh antara metode BLBU dan BLM ; 

3.	 Fleksibilitas Waktu Penyaluran 

a.	 Konsep Semakin fleksibel waktu penyaluran barang, 

makin efektif pemanfaatan anggaran. 

b.	 Cara Pengukuran Membuat skala I, 2 dan 3 dengan nilai 3 

pada pemyataan ya, nilai 2 pada pemyataan kadang-kadang dan 

nilai 1 pada pemyataan tidak atas pertanyaan : 

a.1	 Apakah penerima bantuan dapat mengatur waktu penerimaan 

bantuan? 

Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin menunjukkan 

fleksibilitas penyaluran bantuan. 

c.	 Jenis Data : Primer (pengalaman melaksanakan kegiatan dan 

menerima bantuan dan Sekunder (telaah dokumen). 
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d.	 Sumber Data Primer (mantan PPK, PPTK dan 

kelompok tani penerima bantuan) serta sekunder (peraturan 

pengadaan barang dan Jasa dan peraturan penyaluran Bantuan 

Sosial Pertanian). 

Tabulasi Dibuat tabel untuk membandingkan nitai skor 

yang diperoleh antara metode BLBU dan BLM ; 

Pertanyaan fleksibilitas waktu ~uyang DiPer;~~ 
penyaluran bantuan
-"-'--:---------
A 

8 

lumlah 

4.	 Ketepatan Waktu 

a.	 Konsep Semakin tepat waktu penyaluran banlUan 

sampai ke sasaran, makin efektif pemanfaatan anggaran. 

b.	 Cara Pengukuran Membuat skala 1, 2 dan 3 dengan nilai 3 

pada pemyataan ya, nilai 2 pada pemyataan kadang-kadang dan 

nilai I pada pernyataan tidak atas pertanyaan : 

b.1	 Apakah sasaran menerima barang sesuai musim tanam? 

Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin menunjukkan 

tleksibilitas penyaluran bantuan. 

c.	 Jenis Data : Primer (pengalaman melaksanakan kegiatan dan 

penerima bantuan serta Sekunder (telaah dokumen). 

d.	 Sumber Data Primer (mantan PPK, PPTK dan 

kelompok tani penerima bantuan) serta sekunder (peraturan 
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pengadaan barang dan Jasa dan peraturan penyaluran Bantuan 

Sosial Pertanian). 

Tabulasi Dibuat label untuk membandingkan nilai skor 

yang diperoleh antara metode BLBU dan BLM 

~ 

Pertanyaan Ketepatan Waktu 
Skor yang Diperoleh 

BLBU BLM 

A 

B 
Jumlah 
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BAB V 

PENUTUP 

A.	 Kesimpulan 

Dari hasil analisis pembahasan efektifitas hantuan sosial sektor 

pertanian : perbandingan penyaluaran benih padi Pola Bantuan Langsung 

Benih Unggul (BLBU) metode kontraktual dengan Pola Bantuan langsung 

Masyarakat (BLM) metode transfer uang dapat disimpulkan sebagai berikut. 

I.	 Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) yang 

dilaksanakan Kementerian Pertanian telah berjalan selama lima (5) tahun, 

salah satu bentuk kontribusi Pemerintah Pusat melalui Kementerian 

Pertanian dalam mendukung program P2BN adalah melaksanakan 

bantuan benih padi Unggul Nasional. Dalam pelaksanaan penyaluran 

benih padi di tempuh melalui 2 (dua) pola yaitu 1) Pola BLBU {lengan 

metode pengadaan benih dengan metode kontraktual di mana petani 

sebagai sasanm bersifat pasif mcnerima bantuan benih padi sesuai dengan 

balas waktu masa kontrak pihak rekananfkontraktor lanpa melihat 

kebutuhan dan waktu musim tanam dan 2) PoJa BLM dengan metode 

pengadaan transfer uang, petani sebagai sasaran bersifat aktif mengatur 

proses pengadaan dan penyaJuran benih padi sesuai dengan 

kebutuhannya dan waktu musim lanam. 
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2.	 Faktor yang mempengaruhi etektivitas bantuan sosial sektor pertanian 

Pola BLBD dengan metode pengadaan benih secara kontraktual dan Pola 

BLM dengan metode pengadaan benih secara tranfer uang adalah sebagai 

berikut. 

a.	 Ditinjau dari keterlibatan para pihak (PPKlPPTK, PPL dan kelompok 

tani, bahwa pola Pola Bantuan Langsung Masyarakat lebih efektif 

dibandingkan pola Bantuan Langsung Benih Unggul. 

b.	 Berkaitan dengan tingkat kebutuhan menurut hasil anal isis pola BLM 

Jebih efektif dibanding pola BLBU. Hal ini disebabkan pada pola 

BLBU pemberian bantuannya berdasarkan perkiraan pelaksana 

kegiatan sedang pada pola BLM pemberian bantuan disesuaikan 

dengan kebutuhan kelompok tani. 

c.	 Dilihat daTi fleksibilitas waktu penyaluran bantuan benih padi setelah 

dilakukan analisis pola BLM lebih efektif dibandingkan dengan pola 

BLBD. Hal ini disebabkan pada pola BLBD proses penyaluran benih 

padi terikat dengan masa kontrak sedang pada pola BLM berpectoman 

dengan musim tanam. Jika musim tanam berubah sesuai dengan 

anomali iklim maka pada poda BLBD penyaluran benih padi tetap 

akan disalurkan sedang pada pola BLM bisa ditunda setelah kondisi 

iklim sudah selesai. 

d. Demikian juga bila dilihat dari variabel	 ketepatan waktu pengadaan 

dan penyaluran benih padi dengan pola BLM metode transfer uang 
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lebih efektif dibanding dengan pola BLBU metode kontraktual. Hal ini 

disebabkan dengan adanya perhitungan pengadaan dan penyaluran 

benih padi yang dilakukan oleh kelompok tani sudah 

memperhitungkan pranata mangsa sebagai pedoman petani dalam 

menentukan jadwat tanam, sementara pola BLBU metode kontraktual 

waktu pengadaan dan penyaluran benih padi tidak bcrdasarkan jadwal 

tanam yang ditentukan oleh petani namun berdasarkan masa kontrak 

yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan oleh 

Pengguna Anggaran. 

e.	 Proses Penerimaan Hasil Pekerjaan atau Pengawasan pola BLBlJ 

metode kontraktual dilakukan Sesuai dengan f'eraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, organisasi pengadaan 

barang dan jasa untuk pcngadaan melalui penyedia barangljasa terdiri 

atas : PAIKPA, PPK, ULP/Pejabat pengadaan dan Panitia/Pejabat 

Penerima Hasil Peke~aan. Oi mana dalam pengawasan pelaksanaan 

hasil pekerjaan ditangani oleh panitia penerima hasiI pekerjaan yang 

beranggotakan dari gabungan internal dan ekstemaI instansi sehingga 

hasil pekerjaannya akan lebih baik dan lebih transparan. 

f.	 Sedang Proses pengawasan pota BLM metode transfer uang 

dilakukan oleh tim teknis yang telah mempunyai kemampuan dan 

kecakapan yang cukup sehingga hasil pengawasan lebih efektif dan 

lebih transparan. 
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g.	 HasH penelitian mengkonfinnasi apa yang selama ini diyakini oleh 

pengambil kebijakan di Kementerian Pertanian bahwa Bantuan Sosial 

Pertanian Pola Bantuan Langsung Masyarakat metode transfer uang 

lebih cocok digunakan untuk penyaluran bantuan kepada petani, 

karena bersifat pemberdayaan masyarakat, dalam proses perencanaan 

melibatkan banyak pihak, pengadaan dan penyaluran lebih tleksibel, 

waktu penyaluran lebih tepat dan diyakini sesuai dengan kebutuhan 

keJompok tani dan anggotanya. 

B.	 Saran 

J.	 Kebijakan Publik Kementerian Pertanian dalam menyukseskan ketahanan 

pangan melalui Peningkatkan Produksi Beras Nasional (P2BN) surplus 10 

juta ton beras tahun 2014, melalui Bantuan Sosial Pola Bantuan Langsung 

Masyarakat Metode Transfer uang perlu dilanjutkan karena sesuai dengan 

program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan seluruh slake 

holder, sesuai dengan kebutuhan sasaran, waktu lebih Oeksibel dan tepat 

waktu. 

2.. Dalam sistem pengawasan Program BI.BV perlu sempumakan dengan 

melakukan pengawasan tidak saja pada kesesuaian barangljasa yang 

diadakan dengan spesifikasi dalam kontrak saja tetapi lebih dituntaskan 

hingga ke tingkat manfaat bantuan tcrsebut 

3.	 Dalam sistem pengawasan bantuan pada masyarakat perlu sempumakan 

dengan mengkombinasikan dengan sistem pengawasan pada pola Bantuan 

Langsung Benih Vnggul metode Kontrak tual dan pengawasan pola 
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BLM metode transfer uang yang di beri tugas dan wewenang sebagai 

berikut: 

a.	 Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang 

barangljasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. 

b.	 Menerima hasil pengadaan barangljasa setelah melalui 

pemeriksaan/penguj ian 

c.	 Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah terima hasil 

pekerjaan 

d.	 Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bantuan Sosial dan hal-hal 

yang berhubungan dengan bantuan kepada petani . 

e.	 Memantau dan membantu kelompok tani dalam mempersiapkan 

administrasi, memberikan penjelasan tentang hak dan tanggung 

jawab petani dalam melaksanakan kegiatan. 

f.	 Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan CP/CL 

g.	 Membantu kelompok tani dalam menyusun RUK, menatausahakan 

keuangan dan mengawasi pelaksanaan belanja. 

h.	 Memberikan persetujuan dalam pengusulan penggunaan dana, 

penarikan dana atau mengubah rincian RUK untuk disesuaikan 

kembali dengan kebutuhan riil. 

I.	 Memastikan bantuan sosial dan kegiatan lainnya oleh kelompok tani 

tepat sasaran dan tepat tujuan. 
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J.	 Membantu Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan pekerjaan 

sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku. 

h.	 Melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pejabat 

Pembuat Komitmen. 
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